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PENUTUP

A. Kesmpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:.

1. Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara masih
menggunakan UU atau regulasi di tingkan nasional dalam mengatas
permasalahan illegal logging. Pemerintah daerah belum mempunyai
regulasi dalam bentuk peraturan daerah atau kebijakan bupati sehingga
pengendalian illegal logging belum maksimal.

2.  Kendalakendda yang dihadapi pemerintah daerah dalam
pengendalian illegal logging di Kabupaten Pengjam Paser Utara
Provinsi Kalimantan Timur adalah: (1) kurangnya regulas (2)
rendahnya ratio luas wilayah dibanding jumlah polisi kehutanan (3)
kurangnya sarana dan prasarana pengamanan hutan (4) terlibatnya
masyarakat dalam illegal logging.

3. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi

kendala-kendala pengendalian illegal logging di Kabupaten Pengjam

Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur adalah (1) melengkapi regul asi

minimal dengan membuat peraturan daerah (2) menjalankan operas

wanalaga dan rekrutmen polisi kehutanan (3) meningkatkan sarana,
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B. Saran
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prasarana dan anggaran (4) melakukan pemberdayaan terhadap

masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1

Pemerintahan daerah Kabupaten Pengjam Paser Utara selaku pembuat
kebijakan atau peraturan daerah perlu secepatnya membuat perda yang
beriskan tentang pengendalian illegal logging guna mencegah
kerusakan hutan yang lebih luas lagi di Kabupaten Pengjam Paser
Utara.

Pemerintah daerah Kabupaten Pengjam Paser Utara harus
menempatkan satuan pengaman hutan yang jujur dan menggunakan
teknologi dan persenjataan lengkap guna menekan maraknya aksi
pengrusakan hutan yang tidak bertanggung jawab. Bagi para pelaku
illegal logging diberikan sanksi yang tegas dan dihukum seberat-
beratnya.

Pemerintah daerah Kabupaten Pengjam Paser Utara terus berupaya
melakukan sosialisasi  kepada masyarakat ~mengenaimanfaat
lingkungan hidup khususnya kehutanan sampai masalah kerusakan

hutan terselesaikan.
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